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Hadirin yang saya muliakan, 

Pada saat membuka Musyawarah Perencanaan Pembangunan 
Nasional (Musrenbangnas) RPJMN 2015-2019, 18 Desember 

2014, Presiden Joko Widodo menyatakan, "Jika ada sebuah 
kebijakan publik yang benar dan tepat, akan majulah negara, 
majulah provinsi, majulah kota dan kabupaten" (Kementerian 
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi 2014). 
Kalimat ini Presiden ucapkan dua bulan setelah mengambil 
sumpah jabatannya sebagai Presiden, secara simbolis menyatakan 

bahwa terdapat visi dan komitmen untuk memajukan bangsa 
melalui konten kebijakan yang tepat, yakni menjawab kebutuhan 

tiap-tiap masyarakat yang terdampak olehnya. Namun demikian, 
hari ini, satu tahun sebelum mas a jabatan Presiden berakhir, 
terdapat banyak polemik terkait kebijakan public, ditandai 
dengan meningkatnya aktivisme yang menentang kebijakan 
yang dibuat, seperti revisi atas UU KPK pada 2019 dan UU Cipta 
Kerja yang kontroversial pada 2020. Realitas ini sesungguhnya 

memperlihatkan bahwa tidak cukup bila hanya berbicara mengenai 
konten kebijakan. Perlu ada perhatian yang mendalam pada proses 
kebijakan, yang dalam bentuk paling sederhananya terdiri dari tiga 
tahapan, mulai dari formulasi kebijakan, implementasi kebijakan, 
hingga evaluasi kebijakan. 

Setelah kurang lebih 36 tahun menjadi pengajar ilmu 
kebijakan (policy sciences) di Universitas Airlangga, pertanyaan 
utama yang selalu menggelisahkan saya adalah apakah ilmu 
kebijakan dengan berbagai asumsi, metodologi, dan perkembangan 
pemikirannya sudah mampu menjawab tantangan aktual proses 
pembuatan dan pengaplikasian kebijakan publik. Untuk lebih 
spesifik, kegundahan saya dapat pula diartikulasikan dalam 
pertanyaan berikut: sejauh mana ilmu kebijakan dapat sungguh­
sungguh memperlengkapi para analis kebijakan kita, khususnya 
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yang bekerja di dalarn tubuh pernerintahan, agar rnereka dapat 
rnenjadi instrurnen yang andal bagi konten dan proses kebijakan 
yang baik? Dengan kata lain, kegelisahan saya berusaha mernutus 
kesenjangan dikotornis antara teori dan praksis dalarn ilmu 
kebijakan. Untuk itu, izinkanlah saya rnenyarnpaikan secercah 
pernikiran saya rnengenai hal tersebut. 

Alur pikir pidato ini dapat dikatakan cukup sederhana. 
Pertarna-tarna, saya akan rnernulai pernaparan saya dengan 
rnengangkat problernatika birokrasi dan tantangan kebijakan 
konternporer di Indonesia yang pada akhirnya rnenuntut 
para ilrnuwan kebijakan, terrnasuk saya, untuk rnernikirkan 
ulang relevansi ilrnu kebijakan yang diajarkan di ruang-ruang 
kelas perguruan tinggi. Selanjutnya, saya akan rnernaparkan 
konstruksi atas berbagai tradisi intelektual (school of thought) 
ilrnu kebijakan serta irnplikasi praktisnya dalarn tata kelola 
rna salah publik (governance of public problems). Terakhir, saya 
juga akan rnernberikan beberapa rekornendasi berbasis konstruksi 
teoretis mengenai bagairnana kita dapat rnenghasilkan para analis 
kebijakan yang dapat rnenjadi instrurnen penciptaan konten 
kebijakan yang unggul dan proses kebijakan yang sehat, baik 
dalarn kernampuan analisis rnaupun advokasinya, di tengah era 
rnasifnya penggunaan berbagai teknologi informasi dan komunikasi 
sa at ini. 

Hadirin yang saya hormati, 

Problematika Birokrasi dan Tantangan Kebijakan 
Kontemporer 

Dalam pidato awal periode kedua pada 20 Oktober 2019, 
Presiden Joko Widodo mengungkapkan keinginannya untuk 
menyederhanakan birokrasi pada tingkat Kernenterian dan 
Lembaga dengan rnengurangi eselon menjadi dua tingkat saja, 
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yaitu eselon I dan II, serta berfokus pada jabatan fungsional saja 
yang menghargai keahlian dan kompetensi (CNBC Indonesia 

2019). Sementara itu, tugas administratif yang biasa dikerjakan 
oleh eselon III dan IV akan digantikan oleh teknologi kecerdasan 
buatan 'artificial intelligence' (Dzulfaroh 2019). Konversi jabatan 
struktural-administratif menjadi jabatan fungsional, ungkap 
Mensesneg Pratikno, berguna bagi konsolidasi sumber daya 
negara, baik anggaran maupun sumber daya manusia di tengah 
era disrupsi yang serba cepat dan tidak menentu (Kementerian 
Sekretariat Negara 2021). Dengan kata lain, restrukturisasi ini 
perlu dilakukan agar pengambilan kebijakan menjadi lebih efisien 
(agile) demi menjawab tantangan zaman. 

Wacana yang dilontarkan Presiden kemudian dilaksanakan 
melalui Permen Pan & RB Nomor 28 Tahun 2019 yang telah 
diperbaharui dengan Permen PAN & RB Nomor 17 Tahun 2021 
tentang tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke Dalam 
Jabatan Fungsional yang juga nantinya direvisi sebagian dengan 
Permen PAN & RB No.7 Tahun 2022 tentang Sistem Kerja 
pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi 
(Lembaga Administrasi Negara 2022). Permasalahan menjadi 
muncul ketika restrukturisasi yang masif ini, di mana diperkirakan 
sekitar 430 ribu pejabat struktural-administratif terdampak 
atasnya (Safurta 2019), tidak diikuti dengan adanya peningkatan 
kualitas kompetensi mereka yang akan mengemban tugas pada 
jabatan fungsional yang relevan, salah satunya Jabatan Fungsional 
Analis Kebijakan (JFAK) yang baru dibentuk pada tahun 2013 
berdasarkan Permen PAN & RB No. 45 Tahun 2013 tentang 
Jabatan Fungsional Analis Kebijakan dan Angka Kreditnya. Lebih 
lagi, menurut Tjahjo Kumolo, mantan Menteri PAN & RB, JFAK 
merupakan jabatan fungsional yang strategis dan menarik minat 
para ASN setelah kebijakan restrukturisasi dan penyederhanaan 
birokrasi tersebut muncul (Kristina et al. 2021). 
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LaIu, di mana Ietak permasalahannya? Analisis kebijakan 
merupakan fungsi yang bertugas memberikan saran kepada 
pemerintah selaku pihak yang memiliki otoritas untuk menyusun 
kebijakan (Purwanto et al. 2015). Pemberian saran kepada 
pemerintah ini dilakukan setidaknya dalam tiga tahap, yaitu 
tahap analisis masalah kebijakan, tahap dokumentasi kebijakan, 
dan tahap komunikasi kebijakan (tahap utilisasi kebijakan tidak 
termasuk di dalamnya sebab bukan merupakan ranah analis 
kebijakan melainkan pembuat kebijakan) (Dunn 2018). Sejauh ini, 
berdasarkan data Pusat Pembinaan Analis Kebijakan LAN, jumlah 
JFAK, baik di Kementerian/Lembaga maupun Pemerintah Daerah 
mengalami peningkatan jumlah sebesar 800 persen atau sembilan 
kali lipat semenjak kebijakan restrukturisasi birokrasi hingga hari 
ini (Lihat Tabell). Dengan peningkatan besaran kuantitas analis 
kebijakan yang sedemikian, perIu dipertanyakan tiga hal: perlama, 
sejauh mana metodologi analisis yang digunakan dapat secara 
tepat mengelola masalah publik. Kedua, sejauh mana kualitas 
hasil analisis yang dikerjakan dapat menjawab persoalan publik. 
Ketiga, sejauh mana daya atau kuasa yang dapat ditimbulkan oleh 
analis kebijakan melalui hasil analisisnya. Akhirnya, ketiga hal 
tersebut dapat disimpulkan dalam satu pertanyaan yang praktis, 

Tabel 1. Perbandingan Jumlah JFAK pada 2020 dan 2023 

Institusi Jumlah (2020) Jumlah (2023) 

Kementerian 466 862 

Lembaga 126 311 

Provinsi 48 967 

Kota 13 970 

Kabupaten 29 2.368 

Total 682 5.478 

Sumber: Pusat Pembinaan Analis Kebijakan LAN RI 
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Grafik 1. Efektivitas Tata Kelola dan Kualitas Regulasi Indonesia (2014-2021) 

Sumber: Worldwide Governance Indicator 

namun mendasar: sejauh mana pemberdayaan terhadap para analis 
kebijakan tersebut telah dilakukan kepada para analis kebijakan 
sehingga dapat menciptakan analis kebijakan yang dapat 'speaking 

truth to power'? (Wildavsky 2017; Ginsberg dan Paschal 2022). 
Bila merujuk pada pengukuran yang secara objektif dilakukan 

oleh Worldwide Governance Indicator, efektivitas tata kelola 
(governance effectiveness) dan kualitas regulasi (regulatory quality) 

Indonesia mendapat poin 65.4 dari 100 dan 62.5 dari 100 pada 
tahun 2021. Efektivitas tata kelola merupakan indikator yang 
digunakan untuk mengukur persepsi terhadap kualitas pelayanan 
publik, kualitas pelayanan publik dan tingkat independensinya dari 
tekanan politik, kualitas perumusan dan implementasi kebijakan, 
serta kredibilitas komitmen pemerintah terhadap kebijakan 
tersebut. Sementara itu, indeks kualitas regulasi mencakup 
persepsi mengenai kemampuan pemerintah dalam merumuskan 
dan melaksanakan kebijakan dan peraturan yang baik yang 
memungkinkan dan mendorong pengembangan sektor swasta. 
Dengan kata lain, kedua indeks ini terkait erat dengan konten 
dan proses kebijakan publik suatu negara. Meski kedua angka 
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ini mengalami peningkatan secara perlahan dari tahun-tahun 
sebelumnya (khususnya sejak 2014 di mana JFAK mulai bekerja 
di dalam tubuh birokrasi), masih terdapat ruang yang besar bagi 
perbaikan birokrasi Indonesia untuk terus meningkatkan dengan 
laju yang lebih cepat kualitas konten maupun proses kebijakan 
publiknya. Tentunya, peningkatan kedua indikator tersebut 
tidak lepas dari peran serta para analis kebijakan yang berada 
di dalam tubuh birokrasi untuk menjadi penyedia informasi dan 
pengetahuan bagi para pengambil kebijakan. 

Perlu dipertimbangkan pula faktor lain di luar birokrasi 
yang turut memengaruhi kualitas konten dan proses kebijakan 
publik. Media sosial dengan pengaruhnya yang kian masif muncul 
sebagai aktor baru dalam proses kebijakan publik, tak terkecuali 
di Indonesia. Media sosial telah menjadi ruang kontestasi wacana 
yang dapat memengaruhi opini publik atas kebijakan publik, 
menyuarakan tuntutan ketidakpuasan mereka yang merasa 
dipinggirkan dari proses kebijakan, bahkan memobilisasi massa 
untuk turun ke jalan (Gerbaudo 2012; Rambukkana 2015). 
Demonstrasi besar atas wacana revisi UU KPK (Suwana 2020) dan 
RUU Cipta Kerja menjadi salah satu contoh nyata bagaimana media 
so sial turut berperan dalam mendisrupsi proses kebijakan publik. 
Kita ada di dalam era pascakebenaran, di mana kebergantungan 
pada kebenaran yang bersumber pada rasionalitas dan penelusuran 
empiris (evidence-based) menjadi goyah, digantikan oleh emosi 
massa dengan definisi kebenaran versinya sendiri (Fischer 2021). 
Dengan demikian, proses kebijakan hari-hari ini menjadi lebih 
kompleks dengan masalah kebijakan yang pelik pula, atau yang 
dalam literatur ilmu kebijakan dikenal istilah wicked problems. 
(Head 2022). 

Melihat realitas ini, baik problematika yang terdapat di dalam 
birokrasi maupun masalah kebijakan yang semakin kompleks, 
analis kebijakan Indonesia dapat tampil sebagai pecundang yang 
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gagap dalam merespons tantangan kontemporer, atau justru 
menjadikan realitas ini sebagai peluang untuk dengan gigih 
memperbaiki kualitas konten dan proses kebijakannya, khususnya 
melalui pemberdayaan para analis kebijakan kita. Bagaimana kita 
harus merespons hal ini? 

Hadirin yang saya banggakan, 

Keragaman Epistemologis dalam Analisis Kebijakan 

Pada April 2023 lalu, buku saya yang berjudul Memahami 

Kebijakan Publik: Perspektif Teori, Perkembangan dan Diskursus 
diterbitkan oleh Penerbit Graha Ilmu. Di dalam buku tersebut, 
saya mencoba untuk memaparkan konstruksi teoretis saya atas 
ilmu kebijakan yang dipandu oleh basis epistemologisnya. Basis 
epistemologis inilah yang pada akhirnya berbuah pada metodologi 
serta logika praktik analisis suatu kebijakan publik. Buku tersebut 
saya tulis untuk mengisi kekosongan literatur kebijakan publik 
di Indonesia yang seringkali tidak memaparkan pendasaran 
epistemologi suatu metode analisis dan hanya berfokus pada 
langkah-Iangkah yang perlu dilakukan dalam mengaplikasikan 
suatu metode analisis kebijakan tersebut. Hal ini berdampak pada 
pemahaman parsial analis kebijakan atas metode-metode yang 
digunakannya, serta kecenderungan untuk menggunakan satu 
atau dua metode analisis kebijakan yang mapan tanpa adanya 
eksplorasi dan penghargaan terhadap metode lainnya. Dalam 
pidato ini, izinkan saya untuk kembali menegaskan pentingnya 
keragaman epistemologi dan metodologi dalam praktik analisis 
kebijakan, khususnya bagaimana hal tersebut dapat menolong 
para analis kebijakan untuk menata kelola masalah publik secara 
lebih komprehensif dan tidak berat sebelah. 

Pertama-tama, perlu saya ulas kembali bahwa hakikat dari 
ilmu kebijakan publik merupakan ilmu yang berorientasi pad a 
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masalah (problem-oriented). Hal tersebut menandaskan bahwa 
studi-studi yang dilakukan di dalam lingkup keilmuan kebijakan 
publik dilakukan demi menjawab tuntutan suatu masalah 
bersama yang terjadi melalui pemberian alternatif-alternatif dan 
rekomendasi kebijakan untuk diterapkan. Dengan kata lain, ilmu 
kebijakan publik bukan melakukan studi terhadap suatu fenomena 
untuk kepentingan fenomena itu sendiri, melainkan meneruskan 
studi tersebut pada pertanyaan "lalu apa?" (so what?) (DeLeon 
dan Vogenbeck 2018). Itu sebabnya, pada mulanya konsep ilmu 

kebijakan (policy sciences) bertujuan untuk membentuk suatu ilmu 
so sial terapan (applied social science) yang dapat bertindak sebagai 
mediator antara akademisi, pengambil keputusan, serta masyarakat 
secara umum dengan menciptakan solusi-solusi yang objektif atas 
masalah-masalah bersama (Mardiyanta 2023). Perlu dicermati pula 
bahwa kata sciences dalam konsep policy sciences menggunakan 
bentuk jamak yang memperlihatkan bahwa, mengutip Harold 
Lasswell, ilmu kebijakan berfokus pada pengaplikasian ilmu-ilmu 
(sciences) dalam menghadapi isu-isu publik (1951). Sekali lagi, hal 
ini merupakan sebuah afirmasi bahwa ilmu kebijakan sejatinya 
berorientasi pada praktis penyelesaian masalah publik. 

Di sisi lain, dalam perkembangannya ilmu kebijakan dibentuk 
oleh berbagai tradisi intelektual, memperlihatkan aspek lain 
dari keilmuan ini yang tidak semata-mata berorientasi pada 
praktis. Ilmu kebijakan mengukuhkan identitasnya sebagai ilmu 
pengetahuan, bukan sebagai ilmu sosial terapan (applied social 

sciences) melainkan sebagai ilmu kebijakan (policy sciences). Hal 
ini memerlukan penjabaran yang cukup atas asumsi ontologis, 
epistemologis, dan aksiologis yang terdapat di dalamnya. Secara 
ontologis, ilmu kebijakan dapat didefinisikan sebagai bentuk 
penyelidikan yang berusaha menghasilkan pengetahuan empiris 
yang berhubungan dengan masalah kebijakan (policy problem) 

(Reynolds 1975). Sehingga, objek kajian dari ilmu kebijakan adalah 
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kebijakan (policy) yang adalah suatu langkah atau serangkaian 

langkah yang dibuat dari suatu posisi dalam suatu praktik yang 
dapat diharapkan mempunyai setidaknya satu dari hasil berikut: 
(1) suatu modifikasi dari praktik tersebut atau praktik lainnya 
atau (2) kurangnya modifikasi terhadap praktik tersebut atau 
praktik lain padahal modifikasi dapat diharapkan terjadi jika 
perpindahan tidak dilakukan atau (3) terciptanya praktik lain 
(Reynolds 1975). Suatu kebijakan adalah kebijakan publik apabila 
praktik yang menjadi dasar pengambilan kebijakan tersebut atau 
praktik yang dihasilkannya merupakan praktik publik. Secara 
aksiologis, ilmu kebijakan telah dijabarkan sebelumnya bahwa 
memang terdapat orientasi praktis dari ilmu ini. Sementara itu, 
penjabaran secara epistemologis ilmu kebijakan akan dijabarkan 
pada bagian berikutnya pada pidato ini. Dengan demikian, ilmu 
kebijakan memanglah merupakan suatu ilmu pengetahuan yang 
fitrahnya tetap perIu dijaga. 

Kedua hal ini, orientasi terhadap penyelesaian masalah secara 
praktis dan perkembangan keilmuan dalam keragaman tradisi 
intelektualnya, memperlihatkan kepada kita bahwa terdapat 
paradoks dalam ilmu kebijakan publik. Di satu sisi, ia dituntut 
untuk menjadi suluh bagi penyelesaian masalah publik, atau 
dengan kata lain menitikberatkan pada aspek praktisnya, di 
sisi lain, ia juga harus mempertahankan identitasnya sebagai 
suatu ilmu, sehingga pengabaian terhadap aspek-aspek teoritis, 
khususnya ontologis dan epistemologisnya. Lebih khusus lagi, 
basis epistemologis inilah yang memegang peranan penting 
dalam kaitannya dengan analisis kebijakan, sebab dari sanalah 
berbagai asumsi metodologis dan logika praktik analisis kebijakan 
digerakkan. Dengan kata lain, seorang ilmuwan kebijakan harus 
mampu memainkan relasi antara teori dan praktik secara abduktif, 
layaknya bandul yang bergerak dari ekstrem satu ke ekstrem 
lainnya dan begitu seterusnya. 
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Ungkapan yang mungkin berguna bagi wacana paradoksal 
ini adalah bahwa kebijakan publik sangat erat kaitannya dengan 
pragmatisme (Dunn 2019). Pragmatisme, bagi William Dunn, 
tidak berarti suatu sikap memandang rendah teori dan hanya 
mementingkan apa yang dapat diaplikasikan secara praktis. Bagi 
Dunn, itu adalah kesalahpahaman. Meski benar, ada pragmatisme 
vulgar yang mengkontraskan "aksi" dan "kontemplasi", "praktik" 
dan "teori", serta "kemanfaatan" dan "prinsip". Pragmatisme, 
justru, berusaha untuk menghilangkan semua dikotomi 
tersebut. Dalam bahasa yang lebih sederhana, praktik adalah 
penyempurnaan dari teori, dan teori berasal dari dan menjadi 
basis bagi tindakan. Dalam hal ini, bagi saya, basis epistemologis 
dalam ilmu kebijakan merupakan titik pertemuan tersebut antara 
teori dan praktik, di mana dengan memahami hal tersebut, para 
ilmuwan dan analis kebijakan dapat menempatkan dirinya dalam 
konteks akademis maupun kebutuhan praktis dalam proses 
kebijakan publik. 

Hadirin yang saya hormati, 

Tentu ada ban yak cara untuk mengklasifikasikan epistemologi 
suatu ilmu. Apalagi, realitas dalam keilmuan sosial, termasuk 
ilmu kebijakan publik, yang tidak memiliki pakem seringkali 
memberi ruang bagi suara-suara dalam komunitas epistemik 
berkumandang dan memberi argumentasi mereka masing-masing 
atas label epistemologi mana yang perlu ditonjolkan. Namun, dalam 
pengamatan saya, setidaknya akan sangat membantu para ana lis 
kebijakan bila basis epistemologis ilmu kebijakan diklasifikasikan 
menjadi tiga, yaitu: positif-analitis, interpretif-politis, dan kritis­
diskursif. Mengenai hal ini, secara panjang lebar sudah saya 
tuliskan di dalam publikasi terbaru saya Memahami Kebijakan 
Publik. 
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Dalam tradisi positif-analitis, kebijakan publik dimaknai 

sebagai suatu fakta sosial, di mana ia dilihat sebagai suatu desain 
rasional dan sistematis atas tindakan yang diambil berdasarkan 
berbagai alternatif cara (means) dan tujuan yang hendak dicapai 
(end). Untuk itu, bentuk kebijakan publik dalam perspektif 
ini dapat berupa tindakan sosial, program, atau proyek yang 
dikerjakan oleh negara untuk mengintervensi kehidupan publik. 
!tu sebabnya, dalam proses kebijakan, tahap formulasi dilihat 
sebagai sebuah pemilihan yang rasional atas berbagai alternatif 
kebijakan oleh para pemangku kepentingan. Kebijakan yang sudah 
disepakati bersama itu kemudian dilaksanakan dengan disiplin 
dalam suatu sistem kontrol yang jelas demi mencapai tujuan 
kebijakan yang hendak diraih, serta dilakukan penilaian atasnya 
dengan menggunakan berbagai pertimbangan rasional dan empiris, 
yakni melihat apakah pelaksanaan kebijakan tertentu telah 
mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya. 
Dengan demikian, proses suatu kebijakan berjalan secara objektif 
atau bebas nilai (value-free). 

Selanjutnya, dalam tradisi interpretif-politis, kebijakan publik 
dimaknai sebagai sebuah realitas yang dikonstruksi secara sosial 
oleh komunitas interpretatif (dalam hal ini bisa saja negara 
maupun kelompok kepentingan lainnya), serta merupakan 
tindakan-tindakan yang hendak diupayakan oleh setiap komunitas 
interpretatif ke dalam arena publik. Itu sebabnya, berkebalikan 
dengan tradisi positif-analitis, kebijakan publik sarat dengan nilai 
(value-laden), makna, preferensi, serta keinginan dan harapan yang 
diupayakan oleh negara maupun berbagai kelompok kepentingan 
demi kehidupan publik ideal yang diproyeksikan bersama. Aspek 
politis sangat bermain dalam prosesnya, di mana suatu kebijakan 
dapat terbentuk apabila terdapat kompromi dari pihak-pihak yang 
memiliki interpretasi yang saling bertentangan (pluralitas nilai). 
Dalam pelaksanaan kebijakan sebagai hasil kompromi tersebut, 
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Tabel 2. Basis Epistemologis Kebijakan Publik dan Implikasi Analisis 
Kebijakan 

Basis Epi. Def'misi AnaIisis AnaIis 
stemologis Kebijakan Kebijakan 

Positif· Kebijakan Publik: Penjelasan Pemecah 
AnaIitis fakta sosiaI sebab-akibat masalah 

Formulasi Implementasi Evaluasi atas suatu (problem 

Kebijakan: Kebijakan: Kebijakan: kebijakan- solver) 

pemilihan rencana penilaian Penyelesaian 

rasional atas pelaksanaan secara atassuatu 
masalah berbagai yang rasional dan 
(problem alternatif terkontrol empiris 
solving) 

Interpretif· Kebijakan Publik: Menafsirkan Praktisi 
Politis konstruksi atas reaIitas sosiaI nilaiyang deliberatif 

Formulasi Implementasi Evaluasi terkandung (deliberative 

Kebijakan: Kebijakan: Kebijakan: dalamsuatu practitioner) 

hasil proses interpretasi kebijakan-

politis atas interpretasi multilateral Penafsiran 
atas suatu kompromi multilateral dan 
masalah interpretasi dan multilevel 
(problem yang saling multilevel atas 

bertentangan dari hasil dan interpretation) 

pelaksanaan konsekuensi 
kebijakan kebijakan 

Kritis- Kebijakan Publik: Membongkar Agen 
Diskursif totalitas diskursif yang dilegitimasi bias ideologis transformatif 

Formulasi Implementasi Evaluasi tertentu (transformative 

Kebijakan: Kebijakan: Kebijakan: atas suatu agent) 

pembentukan strategi pem- kebijakan-

wacana diskursif bentukan Penyadaran 

terhadap isu wacana bagi atassuatu memper-
masalah kebijakan tahankan efektivitas 
(problem dominasi dan efisiensi 

versi wacana kebijakan awareness) 

tertentu atas 
masalah 
kebijakan 
yang 
dihadapi 

Sumber: dielaborasi dari Mardiyanta 2023 
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interpretasi multilateral maupun multilevel mengenai bagaimana 

suatu kebijakan dijalankan menjadi perhatian utamanya. Demikian 
pula dalam penilaiannya, hasil maupun konsekuensi kebijakan 
dinilai berdasarkan penafsiran multilateral dan multilevel 
tersebut. 

Sementara itu, dalam tradisi kritis-diskursif, kebijakan 
publik merupakan sebuah bangunan wacana yang berada di 
bawah suatu konfigurasi pengetahuan atau kuasa tertentu dari 
suatu masyarakat dan dominasi tindakan yang dilegitimasi 
oleh konfigurasi wacana tersebut. Dengan kata lain, kebijakan 
publik merupakan suatu totalitas wacana yang dilegitimasi dan 
diberlakukan dalam arena publik masyarakat. Itu sebabnya, 
dalam prosesnya, formulasi kebijakan dilihat sebagai me dan 
pertarungan wacana di mana di dalamnya terdapat permainan 
bahasa dalam bentuk persuasi dan argumentasi (strategi diskursif), 
sehingga wacana tersebut mendapat legitimasi. Wacana yang telah 
dilegitimasi tersebut perIu dilanggengkan dengan berbagai strategi 
diskursif atas masalah kebijakan yang dihadapi. Dalam menilai 
apakah tujuan kebijakan tersebut telah tercapai atau tidak, maka 
kembali konstruksi wacana menjadi alat yang penting bagi klaim 
efektivitas dan efisiensi suatu kebijakan. 

Hadirin yang saya muliakan, 

Setelah mengetahui ketiga peta mazhab kebijakan publik 
seperti yang telah saya jabarkan, sungguhkah ini dapat menolong 
praktik analisis kebijakan yang seringkali dihadapkan dengan 
kompleksitas masalah yang ada? Bukankah jauh lebih baik 
dilakukan penyeragaman metode analisis dan pelaporan untuk 
dapat memberikan rekomendasi kebijakan dengan cepat bagi 
pengambil keputusan? Saya cenderung tidak sepakat dengan 
asumsi ini. Masalah kebijakan yang kompleks justru memerIukan 
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heterogenitas atau alternatif-alternatif dalam eara mendekati 
masalah tersebut. Semakin banyak perbendaharaan metodologi 
yang dikuasai oleh seorang analis kebijakan, justru akan menolong 
para analis kebijakan tersebut untuk memposisikan dirinya dalam 
berhadapan dengan masalah tersebut. Sehingga, kemungkinan 
bagi para analis kebijakan untuk "mati kutu" saat menghadapi 
suatu masalah kebijakan menjadi sangat keeil. Faktanya, dalam 
kenyataan realitas analisis kebijakan, sadar atau tidak, para analis 
kebijakan memang tidak mungkin menggunakan satu pendekatan 
murni, meski pendekatan positif-analitis tetap yang aeapkali 
mendominasi. Penguasaan keragaman basis epistemologis menjadi 
kunei, sebab dari sanalah kelineahan metodologis seorang analis 
kebijakan dapat teraplikasikan. Tentu, tidaklah mungkin bagi 
saya untuk menjabarkan berbagai alat (policy tools) yang dapat 
digunakan berbasis pada ketiga basis epistemologis tersebut, 
namun hal tersebut sudah saya jabarkan dalam buku Memahami 

Kebijakan Publik yang saya tulis. 
Dampak nyata yang lahir dari keragaman basis epistemologis 

tersebut adalah metode analisis kebijakan dan peran analis 
kebijakan yang beragam pula. Dalam tradisi positif-analitis, 

analisis kebijakan bertujuan untuk menyediakan penjelasan 
sebab-akibat atas suatu masalah publik melalui identifikasi dan 
verifikasi metode analisis tertentu. HasH analisis sebab-akibat 
itulah kemudian yang diteruskan menjadi prediksi, kalkulasi 
means-ends, dan rekayasa teknis situasi kebijakan tertentu, 
sehingga terdapat kontrol atas situasi tersebut. Dengan demikian, 
analis kebijakan berfungsi sebagai pemeeah masalah (problem 
solver) melalui proses teknokratik yang dikerjakan olehnya. 

Berbeda dengan peran analis kebijakan sebagai pemeeah 
masalah, dalam perspektif interpretif-politis, para analis kebijakan 
merupakan fasilitator bagi interpretasi suatu masalah publik atau 
yang disebut sebagai praktisi deliberatif (deliberative practitioner). 

15 



Analisis kebijakan tidak lagi bertujuan untuk menjelaskan 
sebab-akibat demi penyelesaian suatu masalah, tetapi untuk 

menafsirkan apa dan mengapa nilai tertentu diberi penekanan 
dalam suatu teks kebijakan dalam konteks kebijakan tersebut. 
Dalam proses penafsiran tersebut, diperlukan keterlibatan para 
partisipan kebijakan, yaitu pihak-pihak yang terkait erat dengan 
kebijakan tersebut, dalam suatu komunikasi yang bertujuan untuk 
mencapai kesepahaman bersama, memelihara konsensus, dan 
memungkinkan adanya solusi timbal-balik secara politis untuk isu 
kebijakan tertentu. Seperti yang diungkapkan oleh Dvora Yanow 
bahwa kebijakan publik merupakan "teks yang diinterpretasikan 
[dan] ... teks yang 'dibaca' oleh berbagai kelompok pemangku 
kepentingan" (2000). Sehingga, kepentingan bersama dalam 
pemahaman bersama (mutual understanding) dapat difasilitasi 
dan adalah tugas dari analis kebijakan untuk memfasilitasi ruang 
pemahaman bersama yang demikian. 

Sementara itu, perspektif kritis-diskursif mengambil posisi 
yang jauh lebih radikal (bila saya boleh menggunakan kata tersebut) 
dalam analisis kebijakan yang diselenggarakannya. Alih-alih 
mempertanyakan suatu kebijakan tertentu yang terdokumentasi 
dalam suatu teks kebijakan, ia hendak mengungkap sesuatu yang 
melampaui teks (beyond the text), yaitu metawacana (metadiscourse) 

di mana terdapat ideologi yang dapat mengarahkan terbentuknya 
dan terpeliharanya suatu kebijakan, serta bagaimana dan mengapa 
wacana tersebut dilegitimasi dalam suatu arena kebijakan. Tugas 
seorang analis kebijakan, kalau demikian, adalah mengungkap 
dan menilai kemungkinan adanya bias dan distorsi sistemik 
yang dilegitimasi dalam suatu kebijakan tertentu dan berusaha 
untuk membebaskan manusia dan potensi sosial dari bias-bias 
dan distorsi-distorsi tersebut. Dengan kata lain, analis kebijakan 
berperan untuk membongkar ideologi tertentu yang bersumber dari 
sistem kekuasaan tertentu yang mendasari suatu kebijakan publik 
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sehingga dapat tercipta penyadaran bersama (public enlightenment) 

(Fischer 2007). 

Khusus untuk tradisi kritis-diskursif, saya perlu memberikan 
catatan tambahan. Analisis kebijakan dalam banyak praktiknya 
didominasi oleh perspektif positif-analitis dan interpretif-politis, 
sekalipun yang kedua acapkali diselenggarakan secara semu (tidak 
benar-benar menjadi fasilitator penafsiran), sebab perspektif kritis­
diskursif dianggap tidak produktif. Alih-alih memberikan solusi 
atas masalah atau mufakat atas masalah, perspektif ini justru 
melanggengkan konflik atas suatu masalah kebijakan. Perspektif 
ini dapat dikatakan senafas dengan pemikiran Laclau dan Mouffe 
(2001) yang hendak menempatkan atau mengembalikan konflik 
atau antagonisme sebagai pilar utama demokrasi, yang disebutnya 
"demokrasi radikal", sebagai alternatif terhadap demokrasi liberal 
yang dinilai sudah gagal akibat pendewaan rasionalitas sehingga 
mengabaikan aspek politis (bdk. Mouffe 2005; Mouffe 2013). 
Dalam pandangan agonistik Mouffe, kebijakan publik dipahami 
sebagai institusionalisasi konflik kepentingan atau nilai-nilai yang 
menuntut keputusan politik sekaligus sebagai arena dan instrumen 
transformasi konflik. Transformasi ini perlu diletakkan dalam dua 
perspektif sekaligus, yakni perspektif kritis terkait emansipasi 
dan perspektif praktis terkait upaya untuk mewujudkannya. 
Dalam perspektif ini, kebijakan publik merupakan perangkat dan 
sekaligus produk institusionalisasi konflik, di mana transformasi 
kebijakan publik dimulai dengan penggunaan cara berpikir 
kritis-reflektif, yang mana merupakan lanjutan dari deliberatif, 
dilanjutkan dengan cara berpikir kritis-emansipatif. Untuk itu, 
adalah keliru bila menganggap bahwa perspektif kritis-diskursif 
kontraproduktif di dalam proses kebijakan publik. Justru, melalui 
perspektif ini, analis kebijakan berpotensi mengumandangkan 
upaya perubahan kebijakan (policy change) secara lebih radikal. 
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Keragaman basis epistemologis, berikut implikasinya 
bagi praktik analisis kebijakan dan peran analis kebijakan, 
perlu dipromosikan pada ranah praktis analisis kebijakan, tak 
terkecuali di Indonesia. Indonesia, dengan berbagai pergumulan 
kebijakannya yang masih dibalut dengan berbagai kepentingan 
politiknya perlu memikirkan ulang positivisme yang selama ini 
menghegemoni proses kebijakan publik. Para analis kebijakan 
pun perlu memainkan peran Iayaknya aktor, berdasarkan tujuan 
yang hendak dicapainya dalam menata keIoIa masaIah, entah 
problem solving, problem interpretation, maupun problem awareness. 

Sejalan pula dengan natur ilmu kebijakan dengan pragmatismenya, 
kepelbagaian basis epistemologis dan implikasi metodologis dan 
praktisnya ini sungguh dapat menjadi jembatan antara yang 
abstrak dengan yang konkret, antara teori dan praksis, antara 
ilmu kebijakan (policy sciences) dan pekerjaan kebijakan (policy 

works). 

Hadirin yang berbahagia, 

AnaUs Kebijakan yang Andal 

Berdasarkan Permen PAN & RB No. 45 Tahun 2013 dan 
Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara (PerkaIan) No. 
31 Tahun 2014, seorang analis kebijakan dituntut untuk memiliki 
dua kompetensi, yaitu kemampuan analisis dan kemampuan politis. 
Kemampuan analisis terdiri dari lima kompetensi inti, yaitu (I) 
pengetahuan tentang substansi kebijakan publik; (2) metode riset; 
(3) teknik dan analisis kebijakan; (4) kemampuan menulis dan 
publikasi; dan (5) pengetahuan tentang bidang pekerjaan, dengan 
satu kompetensi spesialis: penyusunan saran kebijakan. Dengan 
kata lain, kemampuan ini berguna bagi menghasilkan informasi 
kebijakan yang berkualitas. Sementara itu, kemampuan politis 
juga terdiri dari lima kompetensi inti, yaitu (1) konteks politik 
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(dinamika politik dan budaya birokrasi); (2) regulasi dan legislasi; 
(3) komunikasi; (4) membangun jejaring; dan (5) presentasi, dengan 
dua kompetensi ini: konsultasi publik dan partnership. Dengan 
kata lain, kompetensi politis merupakan kemampuan untuk 
mengadvokasi informasi kebijakan. Kembali kepada pembagian 
konten dan proses kebijakan, analis kebijakan memainkan peran 
pada kedua hal tersebut, di mana kemampuan analisis dan 
politis berguna bagi penciptaan konten kebijakan yang menjawab 
permasalahan kebijakan dalam suatu proses kebijakan yang sehat. 
Lalu, apa yang harus dikerjakan sekarang dalam menyongsong 
kebijakan publik Indonesia yang jauh lebih berkualitas? Semua 
kembali kepada adanya reformasi pada institusi negara yang di 
dalamnya terdapat para analis kebijakan (pertimbangan makro), 
perguruan tinggi dan lembaga pembina sebagai pelatih utama 
para analis kebijakan (pertimbangan meso), serta bergantung pada 
individu analis kebijakan itu sendiri (pertimbangan mikro). 

Pad a tataran makro, yakni suprastruktur politik berikut 
birokrasinya, relasi antara penguasa-penasihat (ruler-advisor) 

perlu mendapat perhatian. Relasi politisi-ahli, pembuat kebijakan 
dan analis kebijakan, membutuhkan ekosistem baru. Pertama­
tama, tentu para pembuat kebijakan perlu memberikan tempat 
bagi suara para analis kebijakan, mau mendengar pertimbangan­
pertimbangan yang diberikan olehnya. Di satu pihak, para analis 
kebijakan pun perlu memahami berbagai pertimbangan politis yang 
mengiringi pembuatan kebijakan serta memahami bagaimana cara 
terbaik untuk menyampaikan pertimbangan-pertimbangan yang 
ada. Diperlukan kolaborasi, komunikasi yang terbuka, rasa saling 
menghormati di antara keduanya (mutual respect), serta kesatuan 
visi untuk memutuskan kebijakan yang tepat guna serta mendapat 
legitimasi yang kokoh dari publik. Selain itu, kinerja sesama analis 
kebijakan pun harus lebih cair dan kolaboratif, serta menghargai 
lintas ilmu dan lintas disiplin. Konsekuensinya, penting pula 
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adanya perubahan dalam pemberian apresiasi terhadap kinerja 
para pejabat fungsional analis kebijakan, di mana tuntutan 
kerja kolaboratif harus diikuti pula dengan pola apresiasi yang 
kolaboratif juga. 

Pada tataran meso, yakni perguruan tinggi maupun lembaga 
yang melakukan pembinaan bagi para analis kebijakan, apresiasi 
terhadap keragaman basis epistemologis perlu diwujudnyatakan 
dalam berbagai bentuk pengajaran dan pelatihannya. Saya teringat 
dengan Prof. Soetandyo Wignjosoebroto, guru saya dan guru 
kita semua yang telah mendahului kita, pernah mengatakan 
bahwa semua pendekatan, perspektif, dan tradisi intelektual perIu 
diajarkan di ruang-ruang kelas. Dengan melakukan hal tersebut, 
universitas dan lembaga pembina dapat menjadi wadah bagi analis 
kebijakan untuk menumbuh~embangkan kepekaan mereka dalam 
meramu masalah-masalah kebijakan yang ada dalam rangka 
memberi pertimbangan bagi pengambil keputusan. Sudah berkali­
kali saya sebutkan sepanjang pidato ini bahwa tradisi positivisme 
dalam praktik analisis kebijakan sudah menjadi hegemoni, dan tak 
dapat dimungkiri hal tersebut merupakan akibat dari perguruan 
tinggi yang juga didominasi oleh positivisme. 

Konsep kebijakan berbasis bukti (evidence-based policy), 

misalnya, sudah menjadi perbendaharaan kata, bahkan jargon, di 
dalam proses kebijakan publik. Bukti (evidence), yang merupakan 
hasil dari penelusuran empiris, didewakan menjadi satu-satunya 
hal yang perIu seorang analis kebijakan temukan dan kerjakan. 
Analisis kebijakan yang demikian, suka atau tidak, sesungguhnya 
telah berperan dalam dehumanisasi proses kebijakan publik, sebab 
objektivitas telah menggantikan subjektivitas normatif manusia 
dalam pertimbangan utama pengambilan keputusan. Padahal, 
bila ditelusuri lebih dalam, konsep "bukti" dalam kebijakan publik 
pun sangat bersifat politis (Cairney 2016), di mana satu kelompok 
dapat memaknai "bukti" secara berbeda dengan kelompok lain di 
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dalam suatu komunitas kebijakan. Artinya, konsep "bukti" pun 
sangat berkait erat dengan nilai yang dianut oleh suatu individu 
atau kelompok (value-laden). Sehingga, berdasarkan pada "bukti" 
saja itu tidak cukup. 

Diperlukan nilai (value) yang memberikan pertimbangan­
pertimbangan moral, diperlukan pula wacana (discourse) yang 
menjadi instrumen bagi penyampaian aspirasi kebijakan. Dengan 
mempertimbangkan nilai dan wacana, proses kebijakan publik 
menjadi inklusif, secara khusus bagi mereka yang selama ini 
termarjinalkan dalam suatu arena kebijakan. Analis kebijakan 
berperan menjadi fasilitator sekaligus penggerak (enabler) 

bagi mereka yang menjadi korban konten maupun proses 
kebijakan publik dengan mengingatkan yang berkuasa. Tentu, 
pilihan kosakata, narasi, dan retorika yang dibangun dalam 
pengadvokasian kebijakan perlu disesuaikan dengan bahasa 
birokrasi sehingga dapat dipahami dan diterima oleh mereka. Tidak 
dapat dipungkiri, kesenjangan sosial, politik, dan ekonomi masih 
merupakan problem yang nyata di Indonesia, membuat konflik 
antarkelas tak terhindarkan. Pelayanan publik seringkali juga 
bias terhadap mereka yang berkuasa secara sosial, politik, dan 
ekonomi. Analisis kebijakan interpretif-politis dan kritis-diskursif 
dapat menjadi jalan emansipasif bagi transformasi sosial. Untuk 
itu, mengutip Cairney (2021), analis kebijakan perlu memainkan 
peran yang berorientasi pada klien demi tujuan pragmatis sekaligus 
peran kritisnya menantang ketidaksetaraan dan marjinalisasi. 

Dalam praktiknya, perguruan tinggi bersama-sama dengan 
lembaga pembinaan analis kebijakan perIu merumuskan bagaimana 
bentuk pendokumentasian (policy brief, policy paper) hasH analisis 
yang terbaik, sehingga hasH dokumentasi tersebut tidak menyalahi 
batas-batas tradisi intelektual tertentu dan dapat diterima oleh 
para pengambH keputusan. Dalam bayangan saya, tentulah policy 

brief tradisi positif-analitis akan berbeda dengan interpretif-
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politis dan kritis-diskursif. Namun, pada prinsipnya, ia harus 
tetap dipahami oleh audiens yang membacanya, khususnya para 
pembuat kebijakan. Untuk hal ini, para ilmuwan kebijakan harus 
mempersiapkan daya terbaiknya untuk melakukan eksperimen 
dalam penelitian kebijakan mengenai bagaimana teknik 
dokumentasi tertulis terbaik bagi analisis kebijakan pada tradisi 
interpretif-politis maupun kritis-diskursif. Harapan saya, gagasan 
ini dapat disambut baik oleh para ilmuwan dan periset kebijakan 
yang mendengar hal ini. 

Selain itu, dalam proses pelatihan para talenta-talenta analis 
kebijakan ini, perguruan tinggi maupun lembaga pembina tidak 
dapat dilakukan dengan metode konvensional seperti mencurahkan 
air, tetapi fasilitator pendidikan dan pelatihan harus dapat menjadi 
pemantik, sehingga para analis kebijakan dapat mengembangkan 
diri melalui pembelajaran mandiri (self-learning). Harapannya, 
model ini dapat membentuk budaya belajar para analis kebijakan 
dengan daya kreativitas dan rasa ingin tahu yang tinggi. 

Hal inilah yang kemudian membawa kita pada tataran 
mikro, yaitu individu analis kebijakan yang berada di dalam tubuh 
birokrasi. Secara individual, para analis kebijakan perIu pandai­
pandai memainkan perannya di dalam suatu "drama kebijakan 
publik". Analis kebijakan tak ayal merupakan seorang aktor yang 
mampu menempatkan dirinya di dalam relasi kuasa dengan para 
pengambil keputusan. Peran yang dimainkan, entah menjadi 
problem solver, deliberative practitioner, atau transformative agent, 

dapat dilakukan secara lincah sesuai dengan kebutuhan dalam 
proses kebijakan saat itu. Dengan demikian, melalui kemampuan 
analisis yang dikerjakan (berdasar pada basis epistemologi) 
sesungguhnya analis kebijakan pun sedang menjalankan peran 
politisnya di mana ia dapat memerankan dalam menjawab 
kebutuhan pada konteks saat itu. Untuk itu, penguasaan terhadap 
ketiga peran tersebut menjadi sangat vital. Dengan kata lain, 
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diperlukan adanya peningkatan kapasitas individual, di mana 
para analis kebijakan menguasai substansi atau konten kebijakan, 
di lain pihak ia pun memiliki pendirian epistemologis sehingga 
dapat memberikan kontribusi analisis yang unik sesuai dengan 
pendirian yang ia dasarkan. 

Hadirin yang berbahagia, 

Pada bagian akhir pidato pengukuhan ini, saya mengajak 
kembali para hadirin untuk merefleksikan kondisi dunia kita di 
tengah tantangan zaman digital dan pascakebenaran. Keduanya 
saling berkelindan, dan suka atau tidak suka, memengaruhi proses 
kebijakan publik, tak terkecuali di negara kita. Penetrasi teknologi 
informasi dan komunikasi, khususnya media sosial di Indonesia 
merupakan salah satu yang tertinggi di dunia, di lain pihak 
kemampuan analitis untuk memilah dan menilai kebenaran suatu 
informasi oleh masyarakat masih menjadi tantangan tersendiri. Di 
lain pihak, media sosial telah bersumbangsih dalam menyuarakan 
suara-suara marjinal yang mungkin selama ini luput didengar oleh 
pembuat kebijakan. Media sosial dapat menjadi rekan bagi analis 
kebijakan, khususnya untuk melihat bagaimana persepsi terhadap 
suatu kebijakan publik dibentuk oleh masyarakat digital. Analis 
kebijakan perlu mengembangkan potensinya pula, dibekali dengan 
berbagai alat untuk melakukan "blusukan digital". 

Meski peran sebagai penasihat kebijakan sudah ada bahkan 
sejak zaman kerajaan-kerajaan Nusantara dengan relasi yang 
personal dan idiosinkratik terhadap penguasa, peran penasihat 
kebijakan (baca: analis kebijakan) baru dikukuhkan secara 
resmi menjadi pegawai negara pada tahun 2013. Itu berarti, ini 
merupakan jabatan yang relatif masih muda. Tanpa menegasikan 
kontribusi para pendahulu dalam merumuskan peran analis 
kebijakan di dalam tubuh birokrasi, saya mengajak seluruh 
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